BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Warupele 11
sudah sangat baik?
Hal ini dapat dilihat dari tahap-tahap pembangunan infrastruktur Desa Warupele 11 yang
dapat ditarik dari penelitian ini adalah:
1. Tahap Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat sangat baik dari musyawarah dusun hingga
musrenbangdes, dalam musdus masyarakat menyampaikan masukan/usulan berupa
kegiatan dan jumlah anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembangunan dan juga
penyediaan alat-alat untuk menyukseskan kegiatan pembangunan infrastruktur desa
dalam tahap perencanaan kepada Pemerintah Desa.

Aparat desa menampung semua aspirasi masyarakat untuk mengusulkan apa
saja yang menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya, kemudian BPD,PEMDES
memberi masukan tentang RKPDes dan APBDes yang diterima dari pemerintah
kabupaten yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik mengenai
perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Bentuk partisipasi masyarakat yang
dimaksudkan dalam tahap perencanaan ini adalah Kketerlibatan masyarakat
mengikuti Musrenbang desa dan juga mengetahui tahapan perencanaan apa saja

yang akan dilaksanakan.
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2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam hal ini masyarakat desa
terlibat pada kesempatan dimana proses berlangsungnya pembangunan fisik maupun
non fisik yang telah direncanakan oleh PEMDES dan BPD yang melibatkan semua
lapisan masayarakat desa dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat dalam
Musrenbangdes. Bentuk keterlibatan partisipasi dalam tahap pelaksanaan ini
misalnya masyarakat Desa Warupele Il ikut serta dalam pembangunan infrastruktur
seperti rabat jalan,pembuatan dekar, pembuatan MCK dan lainnya, sedangkan
mekanisme dan media warga desa Warupele Il dipersilahkan menyampaikan saran

dan kritik dalam rapat minggunan bersama Kepala Desa

3. Evaluasi pembangunan infrastruktur desa
Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur desa,
sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa mengenai pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana
anggaran biaya yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh
KADES dan juga ada laporan penanggung jawaban dari KADES kepada BPD
selama satu tahun anggaran yakni LPJ. Bentuk parisipasi yang dimaksudkan
misalnya terlibatnya masyarakat dalam rapat terbuka mengenai pendanaan untuk
melaksanakan pembangunan infrastuktur agar dana kegiatan pembangunan secara
transparan diketahui oleh masyarakat desa. Mengenai pelaksana kegiatan
pembangunan ini sendiri di kordinator oleh setiap kepala dusun di Desa Warupele
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b. Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulisan menyarankan beberapa hal berikut:

Bagi pemerintah desa warupele 11

Pelakasanaan pembangunan infrastruktur desa sejauh ini sudah berjalan
baik.Namun yang masih perlu diperhatikan soal pembangunan fisik dan non fisik
mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Sebaiknya Pemerintah
Desa mesti menjelaskan kepada masyarakat Desa Warupele Il mengenai ada
beberapa usulan masyarakat disetiap dusun di Desa Warupele 11 yang dirangkum
oleh setiap kepala dusun dan disampaikan oleh masing-masing kepala dusun, dan
Pemerintah Desa juga harus menjelaskan bahwa usulan masyarakat yang tidak
dimasukan dalam Rancagan kerja tahun 2019 akan di lakukan rancagan kerja pada
tahun 2020.
Bagi pemerintah pusat dan kabupaten

Untuk penyaluran dana desa yang mengalami keterlambatan disetiap desa maka
pemerintah pusat atau kabupaten disarankan untuk mengubahpenyaluran dana desa
agar secepatnya didapat oleh Desa melalui transfer tunai ke rekening desa, agar
realisasi anggaran dana dapat dengan cepat bisa di alokasikan kepada setiap dusun

didesa warupele I1.

Bagi masyarakat warupele 11
a. Masyarakat juga dituntun untuk mendukung segala proses pembangunan yang

ada.Dengan adanyadukungan masyarakat secara material maupun tenaga itu
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semua akan menjadi modal yang baik terhadap pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di Desa Warupele I1.

Masyarakat juga diminta untuk mengawasi segalah proses perencanaan
pembangunan. Apa bila ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang agar
diberitahukan kepada pihak terkait, karena setiap masyarakat berhak

mengawasi pembangunan agar dapat berjalan dengan semestinya.
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